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PRAKATA 

 

Project Management Manual (PMM) - Western Indonesia National Roads Improvement Project 

(WINRIP) adalah manual manajemen proyek yang dijadikan acuan oleh para penyelenggara 

WINRIP agar dapat melaksanakan proyek tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, berwawasan 

lingkungan, dan tertib administrasi.  

 

PMM disusun berdasarkan dokumen Loan Agreement IBRD 8043-ID, syarat-syarat kontrak 

konstruksi maupun konsultansi, perlindungan lingkungan hidup dan sosial, rencana tindak anti 

korupsi, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan proyek jalan.  

 

PMM diterbitkan pertama kali pada Maret 2012 sebagai salah satu persyaratan mulai efektifnya 

perjanjian pinjaman WINRIP Loan No.IBRD 8043-ID. Secara periodik PMM perlu dimutakhirkan 

guna disesuaikan dengan perubahan Loan Agreement, perubahan peraturan perundang-

undangan tentang penyelenggaraan jalan, dan peraturan lainnya yang terkait. 

 

Dengan mulai berjalannya kontrak-kontrak konsultansi pada Tahun 2012 dan kontrak-kontrak 

konstruksi pada Tahun 2014, maka pada bulan Mei 2015 telah dilakukan pemutakhiran (Revisi-1 

PMM) untuk menyesuaikan dengan kebutuhan administrasi dan pelaksanaan pekerjaan fisik 

yang telah berjalan. 

 

Pada kesempatan kali ini pemutakhiran PMM yang kedua (Revisi-2 PMM) dilakukan untuk 

menyesuaikan dengan : 

1. Amendment No.2 Loan Agreement IBRD 8043-ID; 

2. Perubahan peraturan tentang pelaksanaan pekerjaan jalan; 

3. Perubahan peraturan terkait dengan perlindungan lingkungan hidup dan sosial; 

4. Dokumen/syarat-syarat kontrak fisik (civil works) yang dilelangkan dengan metode 

pengadaan National Competitive Bidding (NCB);  

5. Perubahan struktur organisasi PMU dan PIU WINRIP; 

6. Perbaikan redaksional. 

 

Dengan diterbitkannya Revisi-2 PMM-WINRIP ini para penyelenggara WINRIP didorong untuk 

melaksanakan manajemen proyek dengan baik agar pelaksanaan WINRIP dapat diselesaikan 

dengan tertib administrasi. 

 

Jakarta, 20 April  2017 
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